GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN :&NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGG}}RAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR! PAPUA,

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur selaku pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, mempunyal
kewenangan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan
mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat
dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat - serta
Mmenetapkan kebijakan pengelolaan APBD dan Lampiran;
b. bahwa berdasarkan huruf D.1.h. BAB VI Peraturan Menterl
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Peng@ldaan Keuangan, Daerah dan huruf D.1.z.ad.3 Lampiran
Peraturan Menteri Dalém Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, pada kondisi tertentu, :
pergeseran anggaran |yang menyebabkan perubahan APBD .
dapat dilakukan melalui ketetapan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya’
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran; e
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Papua Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

N[Cnim bang :

p

Mengingat ¢ L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia |Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Refrxublik Indonesia Nomor 2907);. ;

0. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang -Nomor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indgnesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); :
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang, Penyclenyparoan
Nepan Yay Hersihe Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembamin Negara Republik Indonesin Tuhun 1999 Nomor 15,
Tambahian Lembaran Negara Republile Indonesia Normor 3851);
Undang-Undany Nomor 91 ‘Tabun 2001 tentang (_Jmn:m_ﬂ
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republile lndunc&!u
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor <151) sebagaimana telah diubah beterapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 21 Tabun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pember__kaan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); ; -
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 -

© Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Normor 58, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara : Republik
Indonesia Nomor 5601); g
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13; Peraturan ......... I3

Dipindai dengan CamScanner



13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

—

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler  dun  Keuangan Pimpinan - dan Anggota  Dewan
Perwakilan Rukyat Dacrah (Lembaran Negara Republile Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republilz
Inclonesia Nomor 44 16) sebagaimana (elah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintal Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Kedudukan protokoler dan  Keuangan
Pimpinan dan  Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah: Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155); : R
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran |
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); '

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 . tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

D
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272); _ F b

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor - 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keunngan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dacrah (Lembaran  Nepara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Peraturan ‘ .
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor
038 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan,
Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk  Percepatan
Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor
239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013
tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana
Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013
Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peratran Daerah Khusus
Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian
Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus
(Lemnbaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 4);
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Papua
Tahun 2022 Nomor 1); N i -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 "tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Sistem  Informasi  Pemerintahan Dacrah (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

35. Peraturan  Menteri  Dalam Neperi Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanain
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Beritn Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020

" tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk

Kegiatan Tertentu, Penggunaan Alokasi dan Penggunaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisas!
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 1);

(03]
~]

MEMUTUSKAN :

~rankan o PERATURAN  GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur: Papua Nomor 1 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) Pasal Baru, yaitu Pasal
1A, yang berbunyi sebagai-berikut:: o

" Pasal 1A

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan
alokasi anggaran akibat: . ' YL
a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyar'éksit yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
* dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundangundangan; dan/atau
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.
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(2) Pendanaan ketersediann alokasi anggaran
dan/atau belum dinnpgarkan dalam

ayat (1) vang belum cukup tersedin

sebagaimana dimaksud pada

tahun anggaran berjalan dapat menggunakan

a. belanja tidak terdugag

by, dana dari hasil ]u-nj:uhvnlun ulany
dan kepgiatan lamnya dadon tohan angggaran berj

rpet kinerjoo program

capalan ta
inlan; doan/atau

¢ memanfaantian anggaran kg yang tersedia.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingpn P

Pasaal 1

asal 1 berbunyi sebagai berikut

Poenesuaian Pendapatan dan Belanja Dacrah dalam rangka Perubahan atas

L Gubernur Nomor L

: ‘.li‘.l'..li‘.

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
dan Belanja Dacrah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022, semula

< oanlih Rp9.921.989.485.318,00 bertambah scjumlah Rp3.008.519.764.409,00

P

el menjadi Rp12.930.509.249.727,00 dengan rincian scbagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

8.942.541.460.543,00
1.822.246.473.884,00
Rp10.764.787.934.427,00

9 821.989.485.318,00
3.088.519.764.409,00

Rp12.910.509.249.727,00
Rp (2.145.721.815.300,00)

979.448.024.775,00
1.186.273.290.525.00

" Rp 2.165.721.315.300,00

100.000.000.000,00
(80.000.000.000,00)

a. Semula Rp
b. Bertambah Rp
Jumlah Pendapatan
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp
b. Bertambah Rp
Jumlah Belanja
- Defisit
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
1) Semula Rp
2) Bertambah . Rp
“Jumlah Penerimaan
b. Pengeluaran
1) Semula Rp
. 2) Berkurang Rp
Jumlah Pengeluaran
c. Pembiayaan Netto
1). Semula Rp
2) Berkurang Rp

Rp  20.000.000.000,00

§79.448.024.775,00 °
1.266.273.290.525,00

‘Jumlah Pembiayaan Netto

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp 2.145.721.315.300,00
Rp 0,00 -

2. Ketentuan ..
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hetentuan Pasal 2 diubaly, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut @

Pasul 2

dimaksud dolam Pasal 1

Ringkasan  Penjabaran APIID  sebagaimuana :
jean bagian yang,

sebagaiimana tercantum dalam Lamplran | yang merupi
tidak terpisahkan dari Peraturan Qubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
scbagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5 Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat dacrah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tahggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 11 November 2022

GUBERNUR PAPUA,
~ CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 11 November 2022
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
-. CAP/TTD ' ,
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 55
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